" 7'| Hultum Pidana.
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"' Seorang warga negara R.. bekas anggauta organisasi terlarang yang
" menands tangani kartu ‘pemilih model A | melakuken delik:. "Sebagai
- Warga Negara Republik indonesia bekas anggota ‘organisasi terlarang
~ mencoba diberi hak untuk memilih dan dipilih. ” -

Putusan Mahkamah Agung tg. 8 Januari 1976 No. 81 K/Kr/ 1972
'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
" MAHKAMAH AGUNG |

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasas! telah mengambil putusan sebagal
berikut : : . '
" Mahkamah Agung tersebut : - o

- * Membaca putusan ‘ Pengadilan-Negeri di Medan ' tanggal 22 Juni 1971

No. 11/8/71/Kilat/PN. medan dalam putusan mana tertuduh @

Thehir, umur kira-kira 49 tahun lahir di Pekalongan (Jateng), pekerjaan.
* pegawal PNKA, Teluknibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai; penun-
tut-kasasi (berada diluar tahanan); -

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :
Primair : N o : :
bahwa ia tertuduh Thahir pada tg!. 20 Juli 1970 ataupun pada hari-hari lain
dalam tahun 1970 di Teluknibung atau ditempat lain dalam daerah hukum Prop.
Sum. Utara telah meniru atau memalsukan sesuatu surat yang menurut sesusiy
aturan dalam Undang-Undang diperlukan untuk menjalankan gesuatu perbuat- -
an dalam Pemilihan:Umum dengan maksud untuk dipergunakan sendiri ‘atau -
orang lain sebagal surat syah dan tidak dipalsukian dengan jalan ‘dia“tertuduh
tolah menanda tangani kartu pemilihan Model A1 dengan maksud untuk dapat
marvilih dalam Pemilu yang: akan datang, sedang dia tertuduh mengetahui‘dan
manyadari bahwa dja adalah ex. anggota .partai terlarang ‘yaitu -ex.. anggota
SBKA/PKI yang dilarang turut memilih delam Pemilu yang akan datang, sedang -
dia tortuduh telah menerima instruksi-davi Direksi  PNKA-di Bandung ‘yaltu -
instruksi No. 2/71 yang Isinya melarang Karyawan-karyawan PNKA7ZPKI turut
memilih dalam Pemilu, namun demikian tertuduh tidak ada melaporkan dirinya
kepada Kepala Kampung setempat dimana tertuduh bertempat- tinggal agar
namanya dihapuskan darl daftar pemilih, juga tertuduh tidak membaritahukan”
kepads Kepala Kampung tempat dimana- dia tingga! bahwa' diaadalahex.

anggota SBKA /PKI, ternyata terbukti sampai ‘'saat kejadiantertuduh :masih -

tetap memegang kartu penduduk lama, seolah-olah bukan ex. anggota partal -
terlarang. .. ( ... C e gt -
PRI e - ex. pst. 28 (2) U.U. No. 15/69

St d

SR I TR | )
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' Subsidiair ; TR Y
, bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas sebagai warga
‘negara R.l. bekas anggota orpanisasi terlarang PKI, ex. . anggota  SBKA
termasuk organisasi masanya atau terlibat fangsung ataupun tidak ‘langsung
dalam gerakan kontra revolusi G. 30, s./ PKI atau organisasi terlarang lainnya
‘talah' mencoba untuk dapat diberi hak memilih dan dipilih dalarn Pemily gl 3
Juli 1971 yaitu dengan menanda *angani Kartu pemilih Mods! A1 dengan.cara
sebagaimana tersebut dalam tuduham Primair diatas, tetapi perbuatan itu tidak
jadi selesai hanyalah disebabkan yang tergantung dari kemauan tertuduh
sendiri;. ‘ . Vi
ex. psl.'53 KUHP jo. psl. 2 (1) jo. psl. 27 2/ UU." No.. 15 /6o

Lebih Subsidiair :

.. bahwa dia tertuduh pada waktu dan tempat yang tersebut diatas dengan.
$éngaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai dirj sendiri ‘atau. diri
orang lain tentang sesuatu hal yang dipergunakan untuk pengisian daftar
pemilih, dengan cara sebagaimana terssbut dalam tuduhan Primalr diatas;

e ex, psl. 26 {1) UU. No, 15/89 o S
dengan memperhatikan pasal 53 ICU.H.P, jo pasal 2 (1) jo- pasal 27 (B)
Undang-Undang No. 15/ 69 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan
seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar
lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh :
' Thehir . :

yang tersebut diatas ini tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah
akan perbyatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuntutan Primair

.- Membebaskan ia oleh karena itu dar{ tuduhan tersebyt : Co
. Menyatakan lagi bahwa tertuduh 1hahir torsebut diatas bersalah: akan
kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiair, yaitu .:
“Sebagai W.N.I. bekas anggota organisasi terlarang telah mencoba untuk dapat
diberi hak untuk memilik dan dipllih dalam Pemilu tanggal 3 Juli 1971, yaitu
dengan menanda tangani Kartu Pemilih Model A1 : elage L
paeMenghukum ia oleh karena ity dengan hukuman penjara lamanya:y .. i+ -

i

e e 1 {satujtahun; ‘ , B T TIY
nr.Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam
tahanan; kecuali kalau ia teiah ditahan dalar perkara Ini: . - SR TRPTITIY

wp-Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara: kecuall
sepanjang la telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara; - .. ... RO
x Memerintahkan pula sesudah persidangan selesai surat-surat yang -telah:
dipakal sebagai barang bukti ditampirkan dalam berkas perkara inj HE T
IRty . . St i
putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding tefah diperbalkl oleh’
Pengadilan Tinggi di Madan dengan putusannya tanggal 29 September 1971
No. 79/ Pid./ 19871/ PT./Mdn. yany amar lengkapnya berbunyi sebagal berlkut :

38



"Menerima permohonan banding dari tertuduh; :

- *Memperbalki Keputusan Pengadilan Negeri Medan, tangga! 22 Juni 1871
No. 11/5/71/ Kilat /PN, Medan dalam perkara tertuduh yang dibanding
sepanjang mengenai beratnya hukumean;... .~ . . . R

"Menghukum tertuduh: THAHIR dengan hukuman penjara buat lamanya:
6 {enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani
oleh -tertuduh sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak akan
diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalaninya ; .
- rpembenarkan keputusan Pengasilan Negeri buat yarg selebihnya;

. "Menghukum tertuduh lagi untuk membayar ongkos perkara ditingkat
h@rjdin_g inl; . _

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera
padi Pengadilan Negerl di Medan yang menerangknn, bahwa pada tanggal 30 .
Nopember 1971 penuntut kasasi talah mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi tersebut; o

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Medan, 13 Dessmber 1971 dari M.
Nurhalim Adikusumo kuasa tertuduh yang diajukan untuk dan atas -nama. .
tartuduh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Medan, 2 Nopember 1971, '
risalah kasasi mana telsh diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan
pada tanggal 13 Desember 1971; e WL e

~ Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 26 Maret 1973 No. 58/
1972 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokcknya berpendapat bahwa -
kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut; =

.- Melihat 'surat-surat yang bersangkutan; . e
.. Menimbang terlebih dahulu, bahwa moskipun berdasarkan pasal 70 dari .
_Undang-Undang No; 13 tahun 1965 sejak’ Undang-Undang “tersebut mulai

berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia
{Undang-Undang No. 1tahun 1950} dinyatakan tidak berlaku lagl,-namun kaik - -
karena Bab 1V dari Undang-Undang tersebut mengatur ‘kedudukan, susuian
dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang 'yang -
menurut pacal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi labih
lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat; bahwa pasal 70 dari
Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsitkan sedemikian, sehingga yang’
dinyatakan tidak berlaku itu bukaniah Undang-Undang Mahkamah Agung
Indonasia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950} dalam keseluruhannya, melain-
kan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah ‘Agung, -
oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah:-Agung masih ..
perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undarg-Undeng Mahkamah -
Agung Iridonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tarsebut ;- oo

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitghu- :
kan kepada penuntut kasasi pada tanggal 30 Nopember *1571:dan penuntut ..
kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Nopember 1871
sarta risalahtelah diterima dikepaniteraan Pengadi!an'.Negeri--di__:Me'dawpa‘da
taniggal 13 Desember 1971,:dengan demikian permohanan kasasi tersebut telah -
diajukan dalam tenggang-tenggang-dan dengan cara menurut Undang-Undang, "
oleh karena mana permohonan kasasi tersebut-formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang digjukan oleh penuntut
kasasi pada pokoknya adaiah sebagai berikut : 39



+..1,  bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berkuasa dalam pemeriksaan
perkara ini karena tempat tarjadinya kejahatan tersebut bukan didaerah hukum
Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan telah melanggar
pasal 252 agyat (1) dan (2) H.LR.; J
.. 2. bahwa perbuatan penuntut kasasi menanda-tangan| Kartu Pemilih
Model A1 barulah merupakan suaty perbuatan persiapan yang menurut
Undang-Undang belum dapat dihukuin; . e
3. . bahwa Pengadilan Tinggi telah menolak melakukan pemeriksaan
ulangun (revisie) guna mendengar keterangan saksi-saksi utama yaitu Kepala
Kampung/Kepala Lorong dan Pimpinan PNKA-ESU seperti yang diajukan_:qiebh
penuntut kasasi dalarm memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi Medan
telah tidak melakukan peradilan yang baik, yang harus diturut menurut Undang-
Undang; .. : .
nabsr -
Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan terssbut Mahkamah Agung
berpendapat : . :
Mengenai keberatan ke- I: ‘ B
.\"bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam:
pertimbangan dan putusannya sudah tepat ; . S
Mengenai keberatan ke-2 : ‘ : .
%1} bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena pada hakekatnya
adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, jadi mengenai penghargaan dati
suatu kenyataan keberatan-keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan:
dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian
memanuhi syarat-syarat yang diwajitkan oleh Undang-Undang atau melampaui
batas wewenang ataupun kesalahan mentrapkan atau melanggar peraturan’
hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam fasal 51 Undang-Undang’
No.-13 tahun 19865; : ‘
Mengenal keberatan ke- 3 : _ . i
‘5:'_"'; bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima, karena hal inf adalah sapenuh
nya'wewenang Judex fact! yang tidak tunduk pada kasasi : .

Ankob

¢ 1. Menirnbang, namun demikian putusan Pengadilan Negeri di Medan yang
telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dalam amarnya telah memper-'
gﬁ'p:gkqﬁ kwalifikasi : ' : s L o
f,‘;c ..sebagal Warga Negara Indonesia bekas anggota organlsasi_terlarang 'tq!a_t}'_
rfz‘ggi:cpba untuk dapat diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemitu tanggal
3 Jult 1971, yaitu dengan menanda tangani kartu pemillh Model AL, ™ f‘t;,,';“
yang menurut Mahkamah Agung perlu diperbaiki sehingga berbunyi seperti
tertera ‘dibawah ini; . Lo
. ;»Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka'
permohonan kasasi dari penuntut kasasi harus ditolak dengan memperbalkl’
dictum putusan Pengadilan Negeri/| Pengadilan Tinggi tersebut diatas L oL
'(’,}'_',Memperhatikan pasal-pasal darl Undang-lndang yang barsangkutén_'“,"r

At

t. I.‘

45



MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi darl penuntut kasasi : Thahir terssbut ;

Memperbalki amar putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 1971
No. 11/8/71/Kilat/PN. Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29
September 1971 No. 79/Pid/1971/PT. MDN, sekedar mengenai kwalifikasinya
sehingaa meniadi.: S o

**Sabagai Warga Negara Republik Indonesia bekas anggota organisasi
terlarang mencoba diberi hak untuk memilih dan dipilih";

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala blaya
perkara dalam tingkat inl, : :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis
tanggal 29 Agustus 1974 oleh - Prof. Oemar Seno AdjiSH. Ketua, ' Z. Asikin
kusumah Atmadia S.H. dan Busthanul Arifin8.H. * Hakim-Hakim-Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka pada harl Rabu tanggal 8 Januari 1975 oleh
Ketua tersebut dengan dihadiri oieh PurwosunuS:H. dan Busthanul Arifln S.H,
Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaya S.H. Jaksa
Agung Muda karena berhalengan dan dihadiri oleh Eddy Djunaedi S,H.,
M.C.J. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri olsh penuntut kasasi,
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Putusan Pengadilan Tinggi Madan No. 78/ PID /1971 / PT. MDN.
KEPUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI ME DAN, memberi keadilan didalam: petkera-
‘perkara kejahatan didalam sidang permusyawaratan ditingkat banding telah
menjatuhkan keputusan sebagal berikut didalam perkaranya tertuduh .. shn!

Thahir, urur 49 tahun, lahir dj Pekalongan (jateng), pekerjaan ;;agawai
PNKA Teluk Nibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai : {tertuduh
berada didalam tahanan sejak tanggal 22 Juni 1971) ; o

. ' BETRN
-Telah membaca ; _ St
- 1. Surat-surat serta Keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal .22
Juni 1971 No, 11/ S/71f Kilat] PN, Medan, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -
"Menyatakan bahwa tertuduh THAHIR yang tersebut diatas Ini tidak
terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah akan perbuatan yang dituduh
kan kepadanya dalam tuduhan primair ;
"Membabaskan ia oleh karena itu dart tuduhan tersebut : :
"“Menyatakan lagi bahwa tartuduh : Thahir tersebut diatas bersalah akan
rejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan subsidiair, yaitu :
""Sebagai W.N.!. bekas anggota organisasi terlarang telsh rnencoba untuk dapat
diberi hak memilih dan dipilth dalam PEMILUY tgl. 3 Juli 1971, yaitu dengan
menanda tangani kartu pemilih model A1 :
"Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya :

T {satu) tehun

"Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam
tahanan, kecuali kalau ia telah ditahan dalam perkara lain ;

"Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara kecuali
sepanjang ia telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara;

"Memerintahkan pula setelah persidangan selesai surat-surat yang telah
dipakai sebagai barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini;

2. Surut catatan yang diperbuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadil-
an Negeri Medan tanggal 26 Juni 1971 yang menyatakan bahwa tertuduh telah
meminta agar perkara ini diperiksa dan diputuskan dalam pemeriksaan Ulangan
ditingkat banding :

3. Risaleh banding yang dimajukan oleh tertuduh bertanggal 26 Juli 1971;

Menimbang bshwa permohonan untuk banding karena dimajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditetapkan Undang-Undang dapat
diterima ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
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“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telsh memperhatikan risalah
banding tersebut diatas, akan tetapi isinya ternyata tidak ada membawa
bahan-bahan baru yang perlu dipertimbangkan dalam taraf banding; o

Meanimbang, bahwa Pengadilan Negeri sételab melalui pertimbangan-.
pertimbangannya telah menjatuhkan keputusannya sebagaimana tertera diatas;

Menimbang, behwa Keputusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepatdan -

berdasarkan keadilan serta Hukum yang berlaku oleh sebab itu patut dibenarkan
dengan mengambai alih seluruh pertimbangan-pertimbangan-nya, “terkecuali
mengenai beratnya hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadi!an
Negeri ternyata terlampau berat ;

Menimbang, bahwa dengan hukuman penjara buat lamanya: 6 (enam)
bulan dipoteng lamanya tertuduh beradn dalam tahanan sementara dipandang
telah setimpal dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukan oleh tertuduh
dan menghukumnya pula untuk membavyar ongkos perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sebagai catatan Pengadilan Tinggi menambahkan
hahwa disamping perkara tertuduh yang dibandingkan sekarang ini masih ada
lagi perkara 20 (duapuluh) orang tertuduh lainnya yang dituntut masing-masing
tarpisah, yang kesemuanya telah difatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri oleh
karena telah terbukti melakukan kejahatan yang sama, yang olsh masing-
masing tertuduh telah dibanding oleh Pengadilan Tinggi seluruhnya keputusan
Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan atau dibenarkan, terkecuali mengenai
beratnya hukuman yang oleh Pengadilan Tinggi seluruhnya diperingan ;

Bahwa akan tetapi ternyata beratnya hukuman vyang dijatuhkan cleh
Pengadilan Tinggi tersebut satu dengan lainnya berbeda;

Bahwa perbedaan tersebut adalah disebabkan Pengadilan Tinggi dalam
menjatuhkan keputusannya dalam menentukan beratnya hukuman yang
dijatuhkan, disamping beratnya kejahatan yang telah terbukti dilakukan juga
mempertimbangkan dari sudut umur tertuduh-tertuduh tersebut yang satu
dengan vang lainnya berbeda ;

Memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang
Darurat No. 1 tahun 1851 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ;

MEMUTUSKAN

"Menerima permohonan banding dari tertuduh;

“Memperbaiki Keputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 22 Juni 1971
No. 11/ S/ 71/ Kilat { PN, Medan dalam perkara tertuduh yang dibanding
sepanjang mengenai beratnya hukuman,

"Menghukum tertuduh : Thahir dengan hukuman penjara buat lamanya : 6
{enam) bulan dengan ketentuan bahwa tahanan sementara yang telah dijalani
oleh tertuduh sebelum keputusan ini memperoleh kekuatan mutlak akan
diperhitungkan seluruhnya sebagai hukuman yang telah dijalaninya;

“"Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri buat yang selebihnya ;

“Menghukum tertuduh lagi untuk muembayar ongkos-ongkos perkara
ditingkat banding ini;
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- Damikianlah diputuskan dalam bidang permusyawaratan pada hari : Selasa
tanggal 14 September 1971  oleh kami, Machmoed Rem SH., Ketua,
Djariaman Damanik 8.H, dan DjuwariniSH, Hakim-hakim anggota dan
keputusan Inl diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 29
September 1971, oleh Ketua tersebut dengan dihadirl oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut serta  Haloman Zein Siregar ; Panitera Pengganti pada
Pengaditan Tinggi di Medan dengan tidak dihadiri oieh Jaksa dan tertuduh
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Putusan Pengadiian Negeri Tk. | Medan No. 11/ S / 1 / Kilat / P.N. Medan,
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA -

PENGADILAN NEGERI TiNGKAT 1 DI MEDAN dslam hal Peradiian Kilat -
Pemilu, mengadili perkars kejahatan dalam tingkat pertama sacare surnlr, tatah:
menjatuhkan keputusan yang berikut dalam perkaranya tertuduh : -

Thahir
umur 49 tahun, lahir di Pekalongan (Jateng), pekerjaan pegawai PNKA Teluk
Nibung, tinggal di Teluknibung Tanjungbalai.
Tertuduh berada diluar tahanan ;

Pengaditan Negeri tersebut ; :

Telah membaca surat pemenk gaai purisiiagan dalam perkara ind ; _

Telah mendengar keterangan tertuduh dan aaksu dtper@sdangan diatBS :
sumpah; - -

Telah mendengar pula’ tuntutan “hukum / raqulsntmr dari Jaksa yang
berpendapat bahwa kesalahan dari tertuduh 'akan:perbuatan yang ‘dituduhkan
kepadanya telah terbukti dengan' syah dan meyakinkan . melanggar pasal 53
KUHP jo. psl. 2(1) jo. psl. 27 {68} U.U. No, 15/68, oleh karena mana Jaksa
menuntut supaya tertuduh dijatuhi hukuman penjara famanya 1 {satu) tahun 6
{enam) bulan dengan mernerintahkan ‘supaya dia tertuduh segera dimasukkan
dalam tahanan dan menghukum tertuduh Iag: untuk membayar ongkos-ongkos
yoang timbul dalam perkaraini ; a
Memmbang ' :

bahwa tertuduh dituntut akan tuduhan sebagal b::.'E..ut

Primair : '

bahwa ia tertuduh pada. tanggai 20 Juli 1970 ataupun Kari- hari’ Iain dalam
tahun 1970, di Teluknibung ataupun ditermpat tain dalam daerah hukum: Prop,
Sum. Utara telah meniru atau memalsukan sesuatu surat yang menurut sesuatu
aturan dalom Undang- -Undang ini diperlukan untuk’ menjaiankan sesuatu E
perbuatan dalam pemullhan dengan maksud untuk dtpergunakan sendiri atau
orang lain'sebagai surat yang syah dan tidak d:palsukan dengan jalan tertuduh o
telah menanda tangani Kartu Pemilih Model A1 .dengan maksud untuk dapat -
memilih dalam Pemilu yarig akan datang sedang ia tertuduh mengetahul dan -
menyadari bahwa ia adalah ex. anggota partai terlarang vyaitu_ex. anggota-'_
SBKA/PKI yang dilarang turut memilih dalam Pemilu yang akan datang sedang
ia tertuduh telah menerima Instruksi deri Direksi PNKA di Bandung yaitu _
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instruksi- No. 2/71 vang isinya melarang karyawan-karyawan PNKA/PK! turut
mermilih dalam Pemilu, namun demikian tertuduh tidsk ada melaporkan dirinya
kepada Kepala Kampunyg setempat dimana tertuduh bartempat tinggal . agar
namanya dihapuskan dari daftar Pemilu, juga tertuduh tidak memberitahukan
kepada Kepala Kampung ternpat dimana. tertuduh tinggal bahwa ia adalah ex.
anggota, SBKA/PKI, ternyata terbukti sampai saat kejadian- tertuduh :masih
tetap memegang kartu penduduk lama seolah-olah bukan. ex. anggota partai.
terlarang.

ex.psl, 26(2) UU No, 15/69, _ '

Subsidiair : . . RRTIRR
bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebagai W.N.L
~ bekus anggota organisasi terlarang PKi ex, anggota SBKA termasuk organisas].
massanya atau terlibat langsung, tidak lanysung dalam gerakan contra revolus]
G. 30 $/PKI atau organisasi terlarang lainnya telah mencaba urituk dapat diber!
hak mamilih dan dipilih dalam Pemilu tgl. 3 Juli 1971, dengan cara sebagaimana
tersebut dalam tuduhan Primair diatas, tetapi perbuatan itu tidak jadi selesai
hanyalah disebabkan hal yang tidak tergantung dari kemauan tertuduh sendiri.
wes o @X psl. B3 KUHP jo. psl. 2 (1} jo. psl. 27 (6) UU No. 15/69.

Lebih:Subs. : : : o .
rex bahwa ia tertuduh pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan sengaj
memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang
lain tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pamilih dengan
cara sebagaimana tersebut dalam tuduhan primair diatas :

ex. psl. 26 (1) U.U. No. 15/60.

)
A

f
BT

Menimbang : Y
bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkara ini dapat
disidangkan oleh Pengadilan Negeri di Medan, mengingat kejahatan ini terjadi
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di Tanjungbalai ; .
Menimbang : _ : et
....Dahwa tnenurut pendapat Jaksa perkara ini dimajukannya dalam. rangka
E‘Qfggiil'gq Kilat sesuai dengan instruksi Bersama No. 01/71 tentang Landasan
lﬂe,tleptuan Peradilan Kilat untuk. Prop. Sum, Utara serta_instruksi lae;‘.s_a_rgjai
Menteri Kehakiman / Ketua Mahkamah Agung /Jaksa Agung / Panglima

e

Angkatan Kepolisian tgl. Desember 1967 N.J.S. 7/8/6/68: 2. 1 KM/34/A1768"
3" Iristtksi 016/ DA/ 12/67 dan 4.  Pel. 60/Instruksi pangak/67: e
Menimbang lagi, o
" bahwa Pengadilan Negeri di Medan hanya dapat fengambil pemeriksaan
Férﬁarg'kepadany’a jika-tempat dimana kediaman saksi yang akan’ dipanggit

Sbih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam, daerah

hukumnya dilakukan kejahatan itu:

SETASTER
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Manimbang

bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan Negari berpendapat
bahwa Pengadilan Negeri di Medan dapat mengambil pemeriksaan perkara
kepadanya :

Menimbang :

. bahwa tertuduh dipersidangan mengaku bersalah akan parbuatan yang
dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiair- yang telah memberikan
keterangan- -keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

bahwa ia mengaku adanya larangan bagi ex. anggota partai terlarang untuk
memilih pada Pemilu tgl. 3 Jull 1871 ; .

behwa la dengan surat Kepala PNKA ESU) tgl. 28/ 7/ 1970 No, 30/ T.8/70
masuh tetap dianggap sebagai anggota ex. SBKA [ PKI atau partal terlarang :
bahwa ia sewaktu disodorkan olsh Kepala Kampung Kartu Pemilih Modal

A1 telah turut menanda tanganinya sebagai calon pemilih pada PemIIihan
Umum tahun 1971 ;

- bahwa ia befum pernah dihukum ;
Menimbang :

pahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi dlatas
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sabagal berikut ;

-Saks! Alon Sinaga. ‘

‘bahwa saksi sebagai anpgota ﬁesﬁcnmlnei pada Korps Polist PNKA Medan
ditugaskan untuk menyelidiki siapa-siapa yang talah menjad: calon pem!!ih darl
anggota ex. 3BKA [ PKI :

bahwa diantaranya terdapatlah kartu Model A1 yang telah dltanda tanganl
untuk dan ates nama tertuduh ; .

bahwa untuk hatl tersebut sak3| telan menghubungl Kepala Kampung yang
bersangkutan dan mendapat jawaban bahwa Kepala Kampung tersebut. tidak
mengatahui bahwa tertuduh adalah ex. partai terlarang dan tidak berhak untuk

-memitih pada Pemilu tahun 1971 ;

bahwa tertuduh talah mengatahul bahwa ia tidak berhak untuk memihh dan
tidak datang kepada Kepala Kampung untuk membatalkan Kartu Pamiilh yang

telah ditanda tanganinya ; .

2, Saksi Ali Sitorus :

"bahwa saksi sebagai anggota Hes/Knmam! Korps Potam PNKA di Madan
ditugaskan untuk menyslidiki siapa-siapa dara ex, anggota SBKA/ PKI yang telah
menjadl ¢alon pemilih; .

bahwa sewaktu saksi ‘selidiki mrnyata bahwa tertuduh tslah |kut menjadi_
calon pemilih sedangkan nama tertuduh terdaftar pada team screening ‘sebogal
anggota: partai terlarang dan dengan demlklan tartuduh tidak berhak memilih
dan dipliih ; . . o
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Menimbang : - fora i
- bahwa kepada tertuduh telah diperlihatkan selembar Kartu. Perilih:Model
A1'dan membenarkan bahwa tanda tangan yang tertera diatas Kartu, Pemilih
Model AT tersebut adalah tanda tangan (cap Jempol} nya sendiri ;_ 1 aheuwt
Menimbang : ' sngdrinaM
-+ bahwa berdasarkan akan keterangan tertuduh,.sakqi-_gakgfﬁc:ian,“qiqt-alat
bukti tersebut, Pengadilan Neger! mendapat kesimpulan sebagal berikys,
bahwa tertuduh selaku ex. anggota partai terlarahg yang tidglg,,bgmaﬁ
untuk memilih dan dipilih telah menanda tangani Kartu Model A1 untuk dapat
menjadi calon pemilh : . L
_ bahwa tertuduh mengetahui bahwa ia selaku ex. anggota partai terlarang
tidak berhak untuk:calon pemilih dan dipilih ; . TR,
bahwa tertuduh berdasarkan surat dari Kepala PNKA ESU tgl., 28-7-1970
No'., 30/T.S./ 70 telah mengetahui bahwa selaku anggota ex. panai'te,r,ta:_'ang
tidak berhak untuk menjadi pemilih dan dipilih : _ ‘
Menimbang : ‘ o
" bahwa mengenai tuduhan Primair Pengadilan Negeri berpendapat bahwa
karena unsur meniru dan memalsukan sesuatu surat yang berlawanan dangan
Undang-Undang yang dituduhkan terhadap dirinya tidak dapat _dibuktikan
dengan syah dan meyakinkan oleh karens mana tertuduh harus dibsbaskan darf
tuduhan ; g
Menimbang : SR
bahwa olsh karena itu Pengadilan Negeri berpendapat bahwa telah terbukti
dengan syah dan meyakinkan bahwa tartuduh bersalah melakukan perbuatan
yang dituduhkan kepadanya dalam tuduban Subsidiair oleh karena mana ia
harus dihukum ; e
. bahwa oleh karena itu harus pula dihukum membayar biaya-biaya yang
timbul dalam perkara ini ; .
bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas harus dirusakkan ;
Menimbang : . it
.7, bahwa perbuatan yang telah terbukti itu ditentukan dan diancam,dengan
hukuman dalam pasal 55 KUHP jo. pasal 2 {1) jo. pasal 27 (e UL, No.:15/.69.;
Menimbang : ' P
g, ©leh karena tuduhan Subsidiair telah terbukti dengan syah dan meyakinkan
raka tuduhan Lebih Subsidiair tidak periu dipertimbangkan lagi H
Menimbang : s i
*+, bahwa Pengadilan Negeri sebeiurn menjatuhkan keputusan dalam perkara

ok r“,:::,:}'lb

In telah lebik dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
yang.meringankan hukuman ; :

RN Laa

RUTHET e
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'Yang memberatkan : :
bahwa selaku ex. anggota partai terlarang yang telah mengetahui tidak

boleh untuk memilih dan dipilih dengan menanda tangani Kartu Mode! A1 dapat
mengacaukan jalannya dan hasil Pemilu ;

Yang meringankan : :
., bahwa tertuduh belum pernal-ditukum ;
Menimbang : : S : : o
- - bahwa perbuatan yang telah terbukti itu diancam dengan hukuman penjara
selama 5 tahun, oleh karena.mana perintah segera ‘masuk diperbolshkan ;
Menimbang : . : R BRI o
bahwa surat-surat yang telah dijadikan barang-barang bukti adalah sebagai
surat-surat yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini, haruslah dilampirkan
dalam berkas perkara ini ;
Mengingat :
fatsal-fatsal yang disebutkan diatas tadi juga fatsal-fatsal HiR yang
bersangkutan ;

MENGADILI:

Menyatakan bahwa tertuduh :
Thahir
yang tersebut diatas ini tidak tarbukti dengan syah dan keyakinan bersalah
. akan perbuatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuntutan Primair ;

Membebaskan ia oleh karena itu dari tuduhan tersebut ; '

Menyatakan lagi bahwa tertuduh Thahir tersebut diatas bersalah akan
kejshatan yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan Subsidiair, yaitu : -
“Sebagai W.N.!. bekas anggota organisasi terlarang telah mencaba untuk
dapat diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu tanggal 3 Ju-
I 1971, yaitu dengan menanda tangani Kartu Pemifih Model A 1 ",

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara lamanya :
1 (satu) tahun;

Memerintahkan supaya terhukum dengan segera dimasukkan dalam
tahanan, kecuali kalau fa telah ditahan dalam perkara lain ;

Menghukum terhukum pula untuk membayar ongkos perkara kecuali
sepanjany ia telah dibebaskan, dibebankan kepada Negara;
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Memerintahkan pula sesudah persidangan selesal surat-surat yang ‘telah
‘dipakal sebagal barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara ini; ., T
Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelié'Peribhdll'én '
Negeri di Medan oleh H.P. Harahap ssbagai Hakim Ketua, Elsje Wong S.H,
Amurlan Siregar S.H. sebagai Hakim Anggota, pada har Selasa tanggal 22 Juni -
1871 dan pada hari itu juga diumumkan oleh Hakim Ketua dipsrsidangan umum
‘dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim ‘Anggots, Sarbini, Jaksa pada KeJaksaan
Negerl 'di Medan, Perkas Lubis 8.H.Paniters Penggant!, dan tertuduh._;‘ P 1

L
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